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ABSTRAK
Literasi politik merupakan suatu kemampuan bagaimana peserta didik memahami, mempelajari, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, salah satunya mengikuti pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas yang diadakan oleh organisasi intrakurikuler sekolah, yang memiliki peran penting dalam membentuk literasi politik peserta didik untuk meningkatkan pembentukan karakter, kepemimpinan, serta pengembangan diri peserta didik, sehingga akan muncul pengetahuan, perilaku, dan sikap atau kesadaran politik didalam diri peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian, bagaimana peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) terhadap pengetahuan politik peserta didik, bagaimana peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) terhadap perilaku politik peserta didik, bagaimana peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) terhadap sikap atau kesadaran politik peserta didik.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran positif organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) dalam membentuk literasi politik peserta didik di SMA Pasundan Cikalongkulon, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan mengunakan angket, wawancara, dan observasi. Populasi yang diambil semua pengurus OSIS sejumlah 30 siswa, berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa, peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) berperan terhadap pengetahuan peserta didik, peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) berperan terhadap perilaku peserta didik, peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) berperan terhadap sikap atau kesadaran peserta didik.
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PENDAHULUAN
Di era reformasi bahwa demokrasi  telah berubah dari demokrasi sentralistik menjadi demokrasi desentralistik yang artinya, menjadikan kajian tentang literasi politik mendapatkan perhatian yang lebih. Secara literasi, politik merupakan istilah yang sudah ada sejak peradaban manusia ada karena sudah mengakar dalam diri setiap manusia. Dalam konteks negara kesejahteraan, politik tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Politik pertama kali muncul dalam kebijakan politik, dan cenderung menyimpang dari kepentingan publik jika masyarakat tidak memiliki literasi politik yang memadai terkait tata kelola dan pembuatan kebijakan sehari-hari.
Aspirasi masyarakat dititipkan kepada elite politik terpilih, yang tidak saja merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa mewujudkan cita-cita dan pembangunan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana pendidikan politik bagi rakyat melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum nasional, daerah, dan pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. (Riduan, dkk, tahun, 2018, hlm : 10)  tidak dapat dipungkiri bahwa interpretasi warga negara terhadap frasa politik berbeda-beda berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Papan reklame besar biasanya didirikan di lokasi-lokasi penting sebelum pemilihan umum sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum. Namun, karena papan reklame bersifat sepihak, upaya ini tidak terlalu efektif. Munculnya konotasi politik negatif di kalangan warga negara bukanlah hal yang mengejutkan. Proses pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah tidak terpaku hanya dilaksanakan didalam ruang kelas belajar, yang hanya mengajarkan kepada para peserta didik tentang teori-teori politiknya saja, akan tetapi para peserta didik juga harus praktek secara langsung.
Berpartisipasi dalam pesta politik di lingkungan sekolah, contohnya pemilihan ketua osis hal ini membedakan dengan tujuan pendidikan politik dan literasi politik. Agar terciptanya karakter peserta didik yang melek politik dan menjadikannya sebagai peserta didik yang memiliki pemahaman pendidikan politik dalam diri yang bermanfaat untuknya, maka organisasi intrakurikuler menjadi indikator penting untuk menjawab apakah literasi politik ini terbentuk atau tidak, didalam organisasi intrakurikuler sekolah terdapat kegiatan yang membentuk sifat kepemimpinan yang dibarengi dengan pendidikan politik, hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh (Wuryan & Syaifullah, tahun, 2006, hlm : 71) untuk mengembangkan karakter bangsa, pendidikan politik adalah proses yang disengaja, terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mentransfer atau mewarisi nilai-nilai dan standar-standar dasar ideologi suatu bangsa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Literasi politik adalah kemampuan setiap orang untuk berhasil memenuhi fungsinya dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengetahuan dan pemahaman tentang masalah-masalah politik dan proses politik. (Karim, dkk, tahun, 2015, hlm : 5)
Dari berbagai sudut pandang, literasi politik menekankan analisis, akuntabilitas partai politik, organisasi nonpemerintah terkait, dan pengamat politik. Literasi politik selalu mengacu pada perspektif politik dan pendekatan ilmu politik. Perilaku masyarakat, fungsi media sosial, sosialisasi politik, tokoh politik, dan tantangan terkini hanyalah beberapa dari sekian banyak topik politik yang beragam. Literasi politik sangat penting bagi berfungsinya sistem demokrasi; tanpa pengetahuan tentang masalah politik dan aktivitas politik, masyarakat tidak akan memahami demokrasi dan pemerintahan (Ferdian & Arsinaldi, dkk, tahun, 2019, hlm : 19). Agar mudah mendapatkan suara, hadiah yang diberikan kandidat—yang juga dikenal sebagai jual beli suara atau politik uang—juga sering memengaruhi perilaku pemilih. Literasi politik diharapkan dapat membentuk perilaku siswa sehingga mereka memperlakukan satu sama lain dengan hormat, tidak saling menghina, bersekongkol, atau menuduh. Namun, mereka akan menunjukkan perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap acuh tak acuh, saling mengolok-olok, dan bertindak kasar, jika literasi politik mereka kurang memadai.
Organisasi intrakurikuler sekolah memberikan kesamaan berfikir bahwa kemudian organisasi intrakurikuler sekolah memiliki peran penting didalam lingkungan sekolah dengan adanya tanggung jawab terhadap kontrol perilaku siswa/peserta didik terkait bagaimana pembentukan literasi politik yang di perankan oleh organisasi intrakurikuler sekolah.
LANDASAN TEORI
a. Organisasi Siswa Intrakurikuler Sekolah (OSIS)
Dari sudut pandang organisasi, satu-satunya kelompok siswa yang sah di sekolah adalah kelompok intrakurikuler. Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pengembangan siswa, setiap sekolah harus membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang terpisah dari organisasi lain di luar sekolah dan tidak memiliki hubungan organisasi dengan organisasi siswa intrakurikuler lainnya. Selain itu, OSIS sekolah berfungsi sebagai salah satu dari empat jalur pengembangan siswa, di samping pelatihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan perspektif serta sikap terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan (Wawasan Wiyatamandala), maka OSIS yang metodis dipandang sebagai suatu sistem, yang berarti bahwa kelompok siswa berkolaborasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi intrakurikuler sekolah.
Melalui organisasi siswa intrakurikuler sekolah, siswa dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan mengembangkan kecerdasan emosional mereka, yang akan membantu mereka mengidentifikasi minat dan bakat mereka. Para anggota akan berkolaborasi untuk menetapkan tujuan, visi, dan misi, dan para anggota akan melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Kecerdasan intelektual dan emosional dikembangkan melalui kegiatan organisasi siswa intrakurikuler sekolah ini. Misalnya, organisasi ini mengajarkan siswa cara berpikir kritis untuk menentukan kegiatan apa yang bermanfaat dan sejalan dengan fungsi organisasi siswa intrakurikuler sekolah. Arah organisasi ini tetap sama atau maju dengan kegiatan baru yang bermanfaat bagi organisasi, siswa lain, dan sekolah (staf akademik dan non-akademik).(Handayani & Hayati, tahun, 2020, hlm : 71) Oleh karena itu, organisasi siswa intrakurikuler di sekolah dapat menjadi wadah yang paling tepat untuk mengembangkan potensi siswa. Tujuan dari organisasi siswa intrakurikuler adalah untuk memberikan siswa keterampilan dan informasi yang mereka butuhkan untuk memimpin diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan mereka ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk memastikan keberhasilan pendidikan siswa di sekolah. Hasil dari pencapaian tersebut akan berupa siswa yang cakap dalam bidang yang telah mereka tekuni, diketahuinya, artinya, kegiatan intrakurikuler termasuk dalam tujuan kurikuler dimana kegiatan intrakurikuler dilakukan dengan berpedoman dengan kurikulum dan akan mecapai tujuan bagi siswa untuk dapat memahami bidang disiplin ilmu yang sedang dijalaninya (Datania, dkk, tahun, 2023, hlm : 6). Untuk mencapai tujuan dan prinsip bersama, siswa dapat terlibat dalam kegiatan bersama, berbagi ide dan pendapat, serta bertukar pengetahuan melalui Organisasi Siswa Intra-Sekolah.
Menurut (Joko, tahun, 2018, hlm : 1) mengemukakan tentang Organisasi Siswa Intra Sekolah, menjadi motivator yang dapat memengaruhi kegembiraan siswa dalam situasi ini. Motivasi merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan seberapa besar keterlibatan siswa dalam organisasi siswa intra-sekolah. Siswa yang bermotivasi tinggi cenderung berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, yang akan meningkatkan keterampilan keras dan lunak mereka untuk bekerja sama, mencapai tujuan, dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kerja sama tim.
b. Literasi Politik	
Istilah literasi dapat didefinisikan "literacy" dalam bahasa Inggris ditemukan dalam Chambers English Dictionary, yang mengacu pada "The Condition of Being Literate," yang berarti bahwa itu adalah kondisi politik.(Faruq, dkk, tahun, 2018, hlm : 1) Literasi banyak digunakan di Indonesia; bahkan, praktik dan siswa tertentu menggunakan istilah "literasi" dalam berbagai studi pendidikan. Istilah "literasi" sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti literasi politik, media, dan digital. Literasi politik yang didasarkan pada kunci dalam proses demokrasi tidak akan membantu masyarakat umum memahami demokrasi dan pemerintah secara efektif, bahkan jika mereka memiliki pengetahuan tentang isu-isu politik dan kegiatan politik. Literasi politik yang didasarkan pada kunci dalam proses demokrasi tidak akan membantu masyarakat umum memahami demokrasi dan pemerintah secara efektif, bahkan jika mereka memiliki pengetahuan tentang isu-isu politik dan kegiatan politik. Tujuan literasi politik adalah untuk memungkinkan individu berpartisipasi aktif dan sepenuhnya mendukung pembangunan bangsa secara bertanggung jawab.
c. Pengetahuan Politik	
Pengetahuan politik menjadi landasan bagi tindakan politik seseorang  dan hal ini dapat diuraikan melalui perspektif perilaku dan pendekatan psikologis, selaras apa yang di kemukakan oleh (Nasiwan, tahun, 2012, hlm : 33) karena teori perilaku menempatkan penekanan kuat pada pemeriksaan tindakan politik tertentu yang menunjukkan seberapa besar pemahaman politik seseorang memengaruhi perilaku politik mereka. Dengan mereduksi peristiwa mental manusia menjadi pola perilaku, pendekatan behavioris memandang perilaku sebagai proses fisiologis menurut aturan kimia dan fisika. Proses pembelajaran sosial adalah dasar dari teori behavioris, yang menjelaskan bagaimana masyarakat dan siswa belajar melalui berbagai pengalaman di kelas. Behavioris menempatkan penekanan lebih besar pada tindakan publik yang dapat diukur.
Mereka cenderung menghindari aspek-aspek seperti spekulatif, analisis rasionalistik yang sering ditemui dalam pemikiran filsafat politik, pendekatan mereka lebih memilih bukti empiris, berupa perilaku politik manusia, yang didasarkan pada penelitian dan observasi, serta menunjukkan minat dalam penggunaan prosedur ilmiah serta filsafat sains. Sebagian orang berpendapat bahwa teori behavioris berkembang sebagai hasil dari teori sistem umum.
d. Perilaku Politik
	Perilaku individu dibentuk oleh interaksi sosial di mana orang berinteraksi satu sama lain dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Bahkan ketika hal-hal tersebut serupa, perbedaan dalam perilaku mungkin timbul karena keadaan, pengalaman, informasi, dan kebutuhan individu. Perilaku atau sikap dapat didefinisikan sebagai respons terhadap pandangan atau sentimen individu tentang objek tertentu. Perilaku politik yang bijak akan menghasilkan perilaku yang lebih bijak, dan perilaku politik dapat berdampak pada perilaku politik individu tersebut, menurut (Surbakti, tahun, 2007, hlm : 130) Perilaku politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas apa pun yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan proses politik, seperti membuat keputusan politik atau kadang-kadang melaksanakan tindakan politik.
	(Asfar,dkk, tahun, 2004, hlm : 137) metode sosiologis ini pada hakikatnya menjelaskan bagaimana ciri-ciri sosial dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Pendekatan psikologis menekankan tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional terhadap partai politik, orientasi terhadap isu, dan orientasi terhadap kandidat. Pendekatan ini juga bergantung pada calon pemimpin masa depan yang melaksanakan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan umum. Ciri-ciri sosial, seperti pekerjaan, pendidikan, dan ciri-ciri sosiologis, seperti agama, daerah, jenis kelamin, usia, dan sebagainya, merupakan bagian dan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.
e. Kesadaran dan Sikap Politik
	Kesadaran politik mengacu pada keadaan psikologis yang responsif terhadap segala hal yang terkait dengan negara, dapat ditegaskan lebih lanjut bahwa kesadaran politik mencakup keterampilan untuk merespon semua aspek kenegaraan, kesadaran adalah keadaan psikologis yang responsif terhadap suatu hal, sementara politik mencakup semua aspek yang berkaitan dengan negara (Aji, tahun, 2015, hlm : 64) dengan demikian, literasi politik adalah kondisi di mana seorang warga negara mampu berpartisipasi dalam politik secara lebih bermakna, tidak sekadar menggunakan hak pilihnya. Partisipasi yang bermakna mencakup keterlibatan aktif, seperti menyarankan kebijakan publik, memberikan kritik dan usulan perbaikan, serta berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan. Saat membuat keputusan politik, seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik dapat membantu mereka memilah informasi politik yang diberikan kepada mereka.
	Kesadaran politik merupakan penanda pemahaman politik seseorang, yang disokong  oleh pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai terkait dengan urusan politik, (Surbakti, tahun, 2007, hlm : 144) menugkapkan bahwa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan prasyarat bagi kesadaran politik, menggunakan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara merupakan contoh kesadaran politik dan semuanya tercermin dalam tingkat kesadaran politik mereka, menurut (Budiardjo, tahun, 2008, hlm : 22) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran politik mencerminkan bahwa masyarakat menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu kenegaraan dan pembangunan.
	Dengan demikian, literasi politik adalah kondisi di mana seorang warga negara mampu berpartisipasi dalam politik secara lebih bermakna, tidak sekadar menggunakan hak pilihnya. Partisipasi yang bermakna mencakup keterlibatan aktif, seperti menyarankan kebijakan publik, memberikan kritik dan usulan perbaikan, serta berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan. Ketika membuat keputusan politik, seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik dapat membantu mereka memilah informasi politik yang diberikan kepada mereka. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterlibatan, dan partisipasi generasi muda dalam bidang politik dan kebijakan, penting untuk menawarkan pendidikan politik kepada mereka. Ketika suatu strategi digunakan, pendidikan politik bagi generasi muda akan efektif "learning by doing" atau sering dikatakan sebagai belajar sambil melakukan untuk langsung mengetahui kondisi yang sebenarnya dan bukan hanya melalui sosialisasi formal.
f. Literasi Digital
	Saat ini, dunia digital telah merambah setiap aspek kehidupan. Internet menghubungkan orang-orang dan menawarkan berbagai informasi, tetapi jika terjadi kesalahan, orang yang menggunakan internet bertanggung jawab untuk membayarnya (Fudzni & Aulia, tahun, 2021, hlm : 2). Di era revolusi industri keempat, ketika pendidikan harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran, proses peningkatan literasi digital untuk mendukung hak warga negara di media sosial bagi siswa sebagai generasi penerus negara mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
	Pelaksanaan pembelajaran PPKn yang mendukung penguatan literasi digital dilakukan melalui pemanfaatan media dan piranti digital, serta internet untuk mencari informasi atau berita. Hal ini bertujuan untuk mencetak peserta didik cerdas yang siap bersaing di dunia global serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Selain itu, pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik melalui pembelajaran virtual dilakukan di rumah sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah.
Dalam rangka meningkatkan literasi digital masyarakat, peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting. Pemerintah bisa memperkuat kurikulum dengan memasukkan pelajaran tentang literasi digital (Aisyah, dkk, tahun, 2024, hlm : 401). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan, serta siap berpartisipasi dalam pasar global. Memanfaatkan media dan perangkat digital, serta internet untuk mencari berita atau informasi, merupakan bentuk implementasi pembelajaran PPKn yang mendukung pengembangan literasi digital.
g. Literasi Budaya dan kewargaan
Literasi kewarganegaraan dan literasi budaya merupakan dua gagasan yang saling terkait dan sangat penting dalam mengembangkan manusia yang dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dan aktif bagi dunia yang semakin hari semakin saling terhubung. Kemampuan untuk memahami dan menanggapi budaya Indonesia sebagai identitas nasional dikenal sebagai literasi budaya. Di sisi lain, literasi kewarganegaraan adalah kemampuan untuk memahami hak dan tanggung jawab warga negara.
Oleh karena itu, kemampuan orang dan kelompok untuk terlibat dengan lingkungan sosial sebagai anggota suatu budaya dan suatu negara termasuk dalam literasi budaya dan kewarganegaraan. Kemampuan untuk memahami, menghargai, dan terlibat dengan berbagai budaya yang ada di sekitar seseorang dikenal sebagai literasi budaya, seperti yang dikemukakan oleh (Anatasya, dkk, tahun, 2024, hlm : 259), kemampuan untuk berkomunikasi dengan sukses dengan orang-orang dari asal budaya yang berbeda merupakan aspek lain dari literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini melibatkan kapasitas untuk bekerja sama dalam lingkungan multikultural, empati, pemahaman akan perbedaan, dan kemampuan komunikasi antarbudaya.
Integrasi kompetensi membaca siswa secara simultan membantu mengoptimalkan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan dan budaya dengan undang-undang sistem pendidikan nasional (Pratiwi & Asyarotin, tahun, 2019, hlm : 73) dengan demikian, literasi mengacu pada orang yang berinformasi atau terpelajar, yaitu generasi milenial belajar bagaimana mengorganisasikan informasi menjadi pengetahuan, bagaimana menemukan informasi yang dapat diandalkan, dan bagaimana menggunakan informasi tersebut sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat bermanfaat dan mendidik orang lain. Mereka yang telah menyerap pengetahuan dan dapat menggunakannya sesuai kebutuhannya memahami hasil pembelajaran dan mengetahui cara belajar yang efektif.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuntitatif deskriptif yang menggambarkan data dengan menggunakan diagram lingkaran serta menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati, yang bertujuan untuk mengetahui peran organisasi intrakurikuler sekolah (OSIS) dalam membentuk literasi politik peserta didik di SMA Pasundan Cikalongkulon. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 31 Januari 2025, dengan menggunakan teknik penelitian yaitu berupa angket, wawancara dan observasi, maka diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Jumlah sampel dalam penelitian ini 30 siswa pengurus OSIS SMA Pasundan Cikalongkulon periode 2024/2025.

PEMBAHASAN
	Setelah melaksanakan penelitian di SMA Pasundan Cikalongkulon, penulis memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai topik penelitian yang diangkat, yaitu Peran Organisasi Siswa Intrakurikuler Sekolah (OSIS) dalam Membentuk Literasi Politik Siswa di SMA Pasundan Cikalongkulon. Penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu penyebaran angket, wawancara, dan observasi. Angket diberikan kepada pengurus OSIS periode 2024/2025 di sekolah tersebut. Wawancara dilakukan dengan pembina OSIS, sedangkan observasi dilakukan langsung di lingkungan sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi siswa intrakurikuler sekolah memiliki berperan yang signifikan dalam menumbuhkan literasi politik di kalangan siswa. Melalui berbagai kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS, kaderisasi, diskusi, serta pembahasan isu-isu yang relevan di lingkungan sekolah, siswa mulai mengembangkan kesadaran politik. Selain itu, kegiatan pelatihan kaderisasi juga membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelajar. Literasi politik ini juga ditunjang oleh kegiatan seperti lomba debat antar kelas yang diadakan setelah ujian akhir semester, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan organisasi siswa intra sekolah seperti pemilihan raya (pemira) menunjukkan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan mereka dalam dinamika organisasi. Hal ini juga mencerminkan pemahaman mereka terhadap hak yang dimiliki, misalnya hak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, organisasi intrakurikuler sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa, melatih jiwa kepemimpinan, mendorong pengembangan diri, serta memperluas wawasan dan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik.

KESIMPULAN 
	Organisasi Intrakurikuler Sekolah (OSIS) memiliki peran penting dalam membentuk literasi politik, karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri peserta didik. Melalui berbagai kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS, kaderisasi, dan diskusi isu-isu aktual, siswa tidak hanya meningkatkan kesadaran politiknya, tetapi juga membentuk nilai-nilai positif, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta mengembangkan potensi diri secara optimal.
Kesadaran politik siswa dapat tumbuh melalui literasi politik, yang ditanamkan lewat berbagai kegiatan di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, kaderisasi, diskusi, serta pembahasan isu-isu aktual di lingkungan sekolah. Pembentukan karakter adalah proses internalisasi nilai, sikap, dan perilaku positif dalam diri siswa, yang bertujuan membentuk individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik. Kepemimpinan dalam organisasi siswa intra sekolah merupakan proses belajar yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana siswa sebagai pemimpin terus mengembangkan diri melalui pengalaman, seiring dengan semakin dewasa dan matang cara berpikir mereka. Pengembangan diri melalui organisasi siwa intra sekolah adalah upaya untuk meningkatkan potensi siswa, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, agar mereka mampu meraih tujuan pribadi secara optimal dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki.
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